Alamat

7y BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG

. Jl. Hamidah No.03 RT.01 Kel.Batin Tikal , Taman Sari 33121

Telepon : 0717-7010044

Laman : https:/pangkalpinangkota.bawasiu.qo.id

Nomor : 535/PM.00.02/K.BB-07/11/2024 Pangkalpinang, 20 November 2024
Sifat . Penting

Lampiran : -

Perihal : Imbauan

Kepada Yth.

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota
Kota Pangkalpinang

di -

tempat

Dengan Hormat, disampaikan:

A. Dasar Hukum

1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir
kali dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata
Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang
Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang
Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan
Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang dana kampanye
peserta pemilian gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati,serta walikota
dan wakil walikota

B. Imbauan

Sebagaimana tugas Bawaslu untuk melakukan langkah upaya pencegahan terhadap

pelanggaran Pemilu pada masa tahapan Kampanye Pemilihan Serentak tahun 2024.
Bersama dengan ini Bawaslu Kota Pangkalpinang memberikan imbauan kepada Komisi
Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang, untuk dapat memperhatikan hal — hal sebagai



berikut :

Berdasarkan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024

(1) Pasangan Calon menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU
Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil
walikota.

(2) Pasangan Calon menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka
paling lambat 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir, paling lambat pukul
23.59 waktu setempat.

(3) Penyampaian LPPDK Pasangan Calon dilampiri dengan LADK atau LADK
Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 31 ayat (3), serta
LPSDK atau LPSDK Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal
32 ayat (3).

(4) Apabila LPPDK yang disampaikan Pasangan Calon diberikan tanda terima
perbaikan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU
Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan Wakil
Walikota maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen
LPPDK dimaksud yang dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam
Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

(5) LPPDK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon kepada KPU Provinsi untuk
pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan
bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota melalui Sikadeka paling
lambat 1 (satu) Hari sejak menerima tanda terima perbaikan dan berita acara hasil
pencermatan dari KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan
KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota, paling
lambat pukul 23.59 waktu setempat.

(6) Dalam hal Pasangan Calon tidak menyampaikan LPPDK, KPU menyampaikan
LADK atau LADK Perbaikan, serta LPSDK atau LPPDK Perbaikan kepada KAP
melalui Sikadeka untuk dilakukan audit.

Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, Bawaslu Kota Pangkalpinang mengimbau
kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Pangkalpinang untuk
Memperhatikan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian himbauan ini, agar dapat ditindaklanjuti. Atas perhatiannya kami ucapkan terima
kasih.

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu kota pangkalpinang



